
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Tahunan 2016. 2017. 

 

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Tahunan 2017. 2018. 

 

3. Kabupaten Sijunjung. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 

2014 tentang Pengawasan Makanan dan Minuman. 2014. 

 

4. Dunn WN. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press; 2003. 

 

5. Tambun E, Hasanbasri M. Evaluasi Implementasi Kebijakan Persalinan bagi 

Masyarakat Miskin oleh Bidan Praktek Swasta di Kota Tanjungpinang. Jurnal 

Kebijakan Kesehatan Indonesia. 2013;02. 

 

6. Ayuningtyas D, Panggabean EY. Evaluasi Implementasi Kebijakan Kewajiban 

Menulis Resep Obat Generik di Rumah Sakit Umum Cilegon Tahun 2007. 

Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2010;13. 

 

7. Khozin M. Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Studi Pemerintahan. 

2010;1. 

 

8. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung. Laporan Staf Perihal Pengawasan 

Makanan dan Minuman Pabukoan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2016. 2016. 

 

9. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung. Laporan Staf Perihal Pengawasan 

Makanan dan Minuman Pabukoan di Kabupaten Sijunjung. 2017. 

 

10. Mulyadi D. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta; 

2016. 

 

11. Nugroho R. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo; 2018. 

 

12. Wahab SA. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT Bumi Aksara; 2017. 

 

13. Agustino L. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta; 2016. 

 

14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan2016. 

 

15. Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 2012. 

 

 

16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 



 

 

 

Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 2012. 

 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. 

2012. 

 

18. Menteri Kesehatan Republik Indonesisa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik 

Indonesisa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan 

Bahan Berbahaya yang Digunakan dalam Pangan2013. 

 

19. Ratri DK. Jurnal Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2013 

tentang Kebijakan Kota Layak Anak. 2014. 

 

20. Massi R. Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah 

Dengue di Pusat Kesehatan Masyarakat Talise Kota Palu. Jurnal Katalogis. 

2016. 

21. Sukowati NP, Hadi M, Rengu SP. Implementasi Kebijakan Kesehatan 

Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda dan SPM). Jurnal Administrasi 

Publik (JAP). 2013. 

 

22. Ilmaskal R, Prabandari YS, Wibowo TA. Evaluasi Penerapan Kebijakan 

Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang. BKM 

Journal of Community Medicine and Public Health. 2017;33. 

 

23. Herman, Hasanbasri M. Evaluasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kesehatan di 

Puskesmas Sangat Terpencil di Kabupaten Buton. Jurnal Manajemen 

Pelayanan Kesehatan. 2008;11 

 

24. Satori Da, dkk. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2010. 

 

25. Sugiono S. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2010. 

 

26. Purwanto EA, dkk. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit 

Gava Media; 2015. 

 

27. Shobry MN. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program 

Urban Farming di Kabupaten Gresik. Kebijakan dan Manajemen Publik. 2017. 

 

 


